




KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur dan suka cita kami menyambut baik
atas terbitnya buku "Fasilitasi Perdagangan, Kesiapan Indonesia
Menghadapi Persaingan Global", sebuah kumpulan tulisan para
peneliti Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPRRI.Tidak diragukan,
terbitnya buku ini akan dapat menambah khasanah pengetahuan
baru terkait dengan isu fasilitasi perdagangan, sebuah persetujuan
perdagangan internasional di bawah WTO yang Indonesia juga
menjadi bagian penting dalam proses negosiasi Paket Bali pada
tahun 2013. Selain itu, terbitnya buku ini juga sekaligus diharapkan
dapat melengkapi kajian tentang langkah dan kebijakan Indonesia
dalam menyikapi rezim persetujuan fasilitasi perdagangan seiring
dengan semakin dekatnya proses pemberlakuan persetujuan
tersebut.

Buku yang berisikan dua bagian tema utama, yaitu
"Fasilitasi Perdagangan dan Instrumen Pendukung" dan
"Kesiapan Pemerintah Daerah dan Industri Manufaktur dalam
Era Fasilitasi Perdagangan", memuat sejumlah aspek penting
dalam pembahasan isu fasilitasi perdagangan, langkah-langkah
antisipatif kebijakan, dan implementasinya, baik dari pemerintah
maupun pemerintah daerah untuk meraih manfaat optimal dari
instrumen fasilitasi perdagangan tersebut bagi peningkatan dan
perluasan pasar ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada
bagian kesatu terdapat tiga tulisan yang mengulas secara umum
kesiapan melaksanakan fasilitasi perdagangan dalam perspektif
pemanfaatan peluang untuk meningkatkan volume perdagangan,
dan uraian secara khusus mengenai dukungan dalam rangka
fasilitasi perdagangan, yaitu sosialisasi dan komunikasi dalam
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rangka implementasi Indonesia National Single Window [INSW),
dan peran penyelenggaraan karantina. Sementara itu, bagian
kedua buku ini menyajik^n dna tnlisan, yakni bahasan contoh
mengenai kesiapan pelaksanaan di tingkat pemerintah daerah
dan industri manufaktur.

Saya menilai bahwa semua tulisan di dalam buku ini
memiliki relevansi dan saling menguatkan. Informasi yang cukup
memadai juga telah disajikan terkait dengan isu perjanjian
fasilitasi perdagangan dari perjanjian perdagangan dunia (WTO),
dukungan yang diperlukan untuk dapat meraih manfaat dari
rezim perdagangan tersebut, dan kesiapan Indonesia saat ini
untuk mengimplementasikan dan meraih manfaat optimal bagi
pertumbuhan ekspor dan ekonomi di tingkat nasional dan daerah.
Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menambah referensi
keilmuan terkait isu, permasalahan, dan alternatif kebijakan
mengenai Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dan pelaksanaannya
dalam konteks pemenuhan kepentingan nasional Indonesia
dan peningkatan efisiensi perdagangan global. Kami sampaikan
apresiasi dan penghargaan atas kerja keras mereka untuk
menerbitkan karya tulis ini.

Akhir kata, kami sampaikan juga apresiasi kepada editor
buku ini. Prof. Dr. Achmad Suryana, yang telah meluangkan
waktu dan pemikirannya di tengah-tengah kesibukannya sebagai
profesor riset pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
(PSEKP), Kementerian Pertanian. Kepada penerbit disampaikan
juga penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan bersama
dengan Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR Rl. Besar harapan,
buku ini akan bermanfaat setidak-tidaknya dalam dua aras utama,
yakni memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas
konstitusional DPR RI dan pengembangan ilmu pengetahuan pada
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umumnya. Kritik dan saran dari pembaca selalu kami nantikan
untuk perbaikan karya-karya Pusat Penelitian, Badan Keahlian
DPR RI ke depan.

Selamat Membaca.

Jakarta, Oktober 2016
Kepala Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI,

Dr. Indra Pahlevi, S.IR, M.Si.





PROLOG

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau Trade Facilitation
Agreement merupakan hasil kerja perundingan yang sangat
panjang, yaitu iiampir 10 tahun, dari para anggota Organisasi
Perdagangan Dunia atau World Trade Organization [WTO).
Sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri [KTM) WTO ke-9
di Bali tanggal 3 sampai 6 Desember 2013, Indonesia memainkan
peran yang sangat penting sampai disepakatinya Paket Bali [Bali
Package] yang mengandung tiga komponen pengaturan dalam
bidang perdagangan global. Salah satu kesepakatan tersebut
adalah fasilitasi perdagangan (FP). Dua isu lainnya yaitu tentang
perdagangan pertanian yang mencakup pengelolaan stok pangan
masyarakat untuk ketahanan pangan [public stockholdingforfood
security], subsidi ekspor, akses pasar, dan masalah pembangunan
untuk kepentingan khusus negara kurang berkembang seperti
dutyfree-quota free dan kemudahan akses pasar.

Menurut publikasi WTO, tujuan utama FP adalah untuk
meningkatkan perdagangan global dengan memperlancar
pergerakan, pengeluaran dan perizinan keluar-masuk barang
[movement, release, and clearance of goods], termasuk yang
berada dalam perjalanan [transit]. Dengan ungkapan yang lebih
umum, Kementerian Perdagangan [Kemendag) menjelaskan FP
berupa upaya untuk mengatur kelancaran arus keluar-masuk
barang di pelabuhan secara cepat, murah, dan mudah sehingga
perdagangan internasional dapat semakin ditingkatkan dan
terjadi pembentukan harga yang menguntungkan bagi konsumen.

Apabila kondisi ideal perdagangan internasional dapat
diwujudkan dengan penerapan FP, berdasarkan beberapa
penelitian, WTO mengemukakan biaya perdagangan global akan
turun sebesar 13,2 persen sampai 15,5 persen. Bagi rumah
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tangga konsumen hal ini berarti mereka dapat membeli berbagai
barang dengan lebih banyak given pendapatan yang dipunyainya.
Bagi dunia usaha atau produsen, penurunan biaya perdagangan
tersebut dapat menurunkan biaya per unit barang sampai di pasar,
yang berarti pula daya kompetisi barang di pasar internasional
meningkat. Dari sini lantas akan muncul dampak positif berantai
pada investasi, pencapaian lapangan kerja, dan kesejahteraan
masyarakat.

WTO lebih lanjut mengemukakan bahwa ekspor dari negara-
negara berkembang diharapkan tumbuh antara 13,8 persen
sampai 22,3 persen dengan jenis barang yang diperdagangkan
lebih beragam. Semua pihak yang terlibat dalam perundingan
tersebut mengharapkan dampak positif yang demikian, namun
tentu saja, kondisi itu dapat dicapai dalam kondisi ideal. Karena
itu, tidak semua optimis menyambut FP ini, bahkan ada beberapa
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menilai perjanjian FP
merupakan suatu kesepakatan yang hanya akan menguntungkan
negara-negara maju dan merugikan negara-negara berkembang
termasuk Indonesia.

Manfaat optimum dari suatu kerja sama hanya akan tersebar
secara adil kepada para pihak yang terlibat apabila semua
peserta memiliki kapasitas yang sepadan untuk memanfaatkan
kesepakatan tersebut. Dalil umum ini berlaku juga untukperjanjian
FP. Sehubungan dengan itu, pertanyaannya apakah negara-negara
berkembang sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk
mendukung pelaksanaan perjanjian FP? Sudah mampukah
sumber daya manusia [SDM)di negara-negara berkembang secara
konsisten menerapkan aturan dan prosedur dalam kerangka FP?
Dari manakah sumber pendanaan untuk investasi infrastruktur
dan pengembangan SDM guna mengimplementasikan FP? Lebih
spesifik lagi, sudah siapkah Indonesia mengimplementasikan dan
mengambil manfaat dari penerapan FP? Sambil terus berbenah
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diri untuk mengimplementasikan perjanjian FP, pertanyaan-
pertanyaan di atas patut didalami dan diambil langkah-langkah
nyata agar Indonesia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya
dari FP sesuai dengan yang dirancang dan diharapkan oleh para
perundingnya.

Perjanjian FP ini akan mulai efektif berlaku [enter into
force) manakala dua pertiga dari anggota WTO meratifikasi
Protocol of Amendment dan menotifikasi kepada WTO tentang
ratifikasi tersebut. Proses notifikasi mulai dibuka pada tanggal 27
November 2014.

Sebagai salah satu anggota WTO dan juga tuan rumah
lahirnya perjanjian ini, FP bagi Indonesia merupakan salah satu
wahana untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor dengan
meningkatkan aliran dan volume perdagangan internasional yang
selama ini belum terjangkau dengan baik, seperti kawasan Asia,
Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Bersamaan dengan
itu, para produsen dalam negeri baik yang memproduksi barang
untuk pasar ekspor atau untuk pasar domestik, dihadapkan pada
situasi untuk meningkatkan efisiensi usaha dan perbaikan proses
produksi secara terus-menerus sehingga produknya memiliki
daya saing yang kuat dibandingkan produk substitusinya dari luar.

Buku "FASILITASI PERDAGANGAN, Kesiapan Indonesia
Menghadapi Persaingan Global" ini mengupas langkah-langkah
antisipatif dalam bentuk kebijakan dan implementasinya, baik
dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk meraih
manfaat optimal dari instrumen FP tersebut bagi peningkatan
dan perluasan pasar ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Buku ini terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Kesatu "Fasilttasi
Perdagangan dan Instrumen Pendukung" dan Bagian Kedua
"Kesiapan Pemerintah Daerah dan Industri Manufaktur
dalam Era Fasilitasi Perdagangan". Pada Bagian Kesatu
terdapat empat tulisan yang me-review secara umum kesiapan
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melaksanakan FP dalam perspektif pemanfaatan peluang untuk
meningkatkan volume perdagangan, dan uraian secara khusus
mengenai dukungan dalam rangka FP._yaitu sosiaiisasi dan-
komunikasi dalam rangka implementasi Indonesia National Single
Window [INSW) dan penyelenggaraan karantina. Bagian Kedua
buku ini menyajikan dua tulisan, membahas contoh mengenai
kesiapan pelaksanaan di tingkat pemerintah daerah dan industri
manufaktur.

Maksud penulisan buku ini adalah untuk menambah
referensi dan juga memberikan masukan kepada para pembuat
kebijakan, terutama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR-RI) terkait isu, permasalahan, dan alternatif
kebijakan mengenai perjanjian FP dan pelaksanaannya, yang
merupakan instrumen yang disepakati seluruh anggota WTO
untuk meningkatkan efisiensi perdagangan global sehingga
volume perdagangan meningkat dengan biaya per satuan yang
menurun.

Analisis kesiapan Indonesia mengimplementasikan FP
disajikan daiamartikel pertamabuku iniyangditulis oleh Hariyadi.
Keikutsertaan Indonesia dalam FP dari WTO ini berpeluang
menciptakan kerja sama yang efektif dan harmonis bagi semua
negara dan perekonomian anggota WTO, mengurangi hambatan
arus lalu lintas ekspor-impor, dan memberikan dukungan berupa
bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara-
negara berkembang dan kurang berkembang. Bagi Indonesia,
implementasi FP berpotensi meningkatkan kinerja ekspor non-
migas, terciptanya akses pasar yang semakin luas, dan tercapainya
perbaikan iklim usaha perdagangan internasional. Di samping itu,
perjanjian ini juga sekaligus dapat mendorong terciptanya sistem
perdagangan global yang semakin terbuka dan adil.

Dalam rangka memanfaatkan peluang tersebut, Pemerintah
Indonesia harus memperkuat landasan sektor-sektor
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perekonomiannya karena persoalan perdagangan internasional
sifatnya dinamis dan semakin kompetitif. Selain itu, yang tidak
kalah pentingnya adalah upaya memperkuat kesiapan sarana dan
prasarana penunjang perdagangan internasional, termasuk sistem
perdagangan di perbatasan/pelabuhan dan penyelenggaraan
karantina. Semua ini harus menjadi langkah prioritas jangka
pendek/menengah (2-5 tahun ke depan] untuk penyelesaiannya.
Kerja sama antara pemerintah, badan usaha milik negara
(BUMN), dan dunia usaha untuk mempercepat pengembangan
infrastruktur yang dapat menunjang kelancaran perdagangan ini
sangat diperlukan.

Keterikatan dalam suatu perjanjian perdagangan inter
nasional seperti FP bukan berarti tanpa permasalahan. Perubahan
orientasi ekspor dalam perekonomian nasional membawa
berbagai konsekuensi untuk menyesuaikan kebijakan ekspor dan
memperkuat sarana dan prasarana penunjang ekspor. Derajat
tantangan ini menurut Hariyadi semakin kuat karena selain FP,
Indonesia sudah memasuki kesepakatan perdagangan kawasan,
dan juga bilateral. Indonesia sudah mengikatkan kesepakatan
dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA] dan negara tertentu
seperti India, Cina, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.
Dengan demikian, kesiapan Indonesia menghadapi perdagangan
internasional tidak hanya semata-mata dalam konteks kepentingan
memanfaatkan perjanjian FP dari WTO, tetapi juga skema per
dagangan kawasan. Kesiapan ini sekaligus dapat memperkuat daya
tawar Indonesia dalam merespons dan mengelola konstelasi politik
dan ekonomi global secara umum ke depan. Dalam konteks inilah,
kemitraan di tingkat kawasan dan global dalam rangka menopang
implementasi FP perlu ditujukan ke arah yang semakin pragmatis
dan konstruktif.

Salah satu bentuk layanan yang harus ada dalam rangka
mendukung pelaksanaan FP adalah National Single Window, yang
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merupakan sebuah layanan publik terintegrasi, 5^ng menyediakan
fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi standar secara
elektronik guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam
penanganan lalu lintas barang ekspor, impor, dan transit untuk
meningkatkan daya saing nasional. Keberadaan sistem ini
diharapkan dapat mendukung percepatan proses pengurusan
arus barang dan dokumen kepabeanan. Untuk Indonesia disebut
Indonesia National Single Window (INSW].

Artikel kedua oleh Yuni Sudarwati menjelaskan INSW serta
pentingnyacarasosialisasidan komunikasiyangtepatuntuksistem
layanan ini kepada para pemangku kepentingan [stakeholder].
Hal ini didasari pemikiran bahwa kelancaran implementasi INSW
membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemain. Pengaturan
tentang INSW dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres)
No. 10 Tahun 2008. INSW didefinisikan sebagai sebuah sistem
nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu
penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan
data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan
keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan
dan pengeluaran barang. Keberadaan INSW diharapkan dapat
memperlancar dan mempercepat arus ekspor dan impor.
Pengembangan dan pelaksanaan sistem ini harus sesuai dengan
kondisi masing-masing negara karena tidak ada model yang
unik untuk Single Window. Namun demikian, sistem yang
dikembangkan dan dilaksanakan harus berdasarkan standar
internasional dan praktik terbaik [best practice) sesuai konvensi
dan perjanjian internasional mengenai fasilitasi perdagangan.
Jika dilihat tahun penerbitan Perpres ini, INSW sudah diinisiasi
sebelum ada perjanjian FP, yang mengindikasikan Indonesia
sudah berusaha mempersiapkan diri menghadapi perdagangan
bebas global, regional, ataupun kawasan.
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Salah satu kondisi yang perlu diperhatikan dalam penerapan
INSW adalah kesiapan dari semua pemangku kepentingan
perdagangan internasional. Para pihak harus mendapatkan
informasi tentang tujuan, sasaran, kemajuan maupun kesulitan
yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan sistem tersebut.
Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan terjadinya
kesalahpahaman dan untuk menciptakan kepercayaan terhadap
sistem yang baru ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan
komunikasi yang tepat untuk memastikan bahwa pemangku
kepentingan telah mendapatkan informasi yang benar dan sesuai.

Pada saat ini diketahui hasil sosialisasi dan komunikasi

tersebut masih terbatas pada pemahaman bahwa ada sebuah
sistem INSW, namun belum mampu menggugah kebutuhan
pemangku kepentingan untuk secara sadar melaksanakan
INSW. Sehubungan dengan itu, permasalahan seperti kurangnya
koordinasi, masih perlunya tanda tangan dan cap basah, serta
jaringan internet yang lambat masih terjadi dalam pelaksanaan
INSW. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih gencar lagi dalam
melaksanakan sosialisasi dan komunikasi tentang INSWtersebut.

Yuni Sudarwati berpendapat pada saat memperkenalkan
INSW dan layanannya perlu diperhatikan secara seksama
mengenai siapa yang akan menjadi target audience, berapa jumlah
target audience, dan media apa yang sekiranya paling sesuai untuk
pelaksanaan sosialisasi. Selanjutnya kegiatan sosialisasi harus
dikemas dalam bentuk yang menarik perhatian, dilakukan dengan
pesan yang jelas dan penggunaan media yang tepat dan kemasan
cerita yang menarik, sehingga mampu menyampaikan pesan
kepada pengguna secara cepat dan tepat.

Artikel ketiga mendiskusikan tentang peran karantina
Indonesia dalam fasilitasi perdagangan yang disiapkan oleh
Iwan Hermawan. Perubahan paradigma kebijakan perdagangan
internasional beberapa tahun ke belakang menstimulasi
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banyak negara menerapkan kebijakan non-tariff barrier. Hal
ini menjadikan peran karantina sangat strategis sebagai alat
perdagangan internasional imtukmengnntrnl-arus perdagangan
yang masuk ke dalam negeri. Kesepakatan utama yang menunjang
eskalas! peran karantina tersebut diatur dalam persetujuan
Sanitary and Phytosanitary (SPS). Kesepakatan ini berlaku dan
mengikat seluruh anggota WTO, yang pada dasarnya ditujukan
untuk mengatur tata cara perlindungan kesehatan manusia,
hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidupnya, dalam kaitannya
dengan perdagangan internasional.

Ketika banyak negara memandang FP dapat mengurangi biaya
transaksi perdagangan internasional, implementasi ketentuan
SPS oleh karantina dianggap kontraproduktif. Persyaratan dan
prosedur karantina yang diiakukan dengan konsisten dan ilmiah
yang membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya, dianggap
membebani waktu ekspor dan impor. Kondisi ini di Indonesia
diperparah dengan sarana dan prasarana karantina yang belum
memadai, seperti keterbatasan SDM, laboratorium, dan instalasi
serta tantangan lainnya, yaitu letak geografis Indonesia dan era
otonomi daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Karantina
Pertanian menetapkan strategi berdasarkan alur dari perdagangan
barang [khususnya impor), yaitu pre boarder, at border, and post
border inspection. Strategi yang diiakukan karantina tersebut
ternyata belum sepenuhnya memberikan basil yang maksimal
dalam mendukung FP. Contohnya sejak Agustus-Desember 2015,
dwelling time karantina di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sudah
mencatatkan kemajuan, tetapi belum secara serentak terjadi di
seluruh pelabuhan dan bandara udara Indonesia karena ketiadaan
peralatan dan SDM.

Berdasarkan kapasitas yang dimiliki institusi karantina saat
ini yang masih serba terbatas (fasilitas, metode, dan SDM), Iwan
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Hermawan menyarankan perlunya penguatan penyelenggaraan
karantina agar dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung
prinsip FR Penguatan tersebut dilakukan melalui perubahan
paradigma penyelenggaraan karantina, pembangunan
infrastruktur sarana dan prasarana, penambahan dan
pengembangan SDM, peningkatan fungsi Tempat Pemeriksaan
Fisik Terpadu (TPFT), dan sosialisasi dan penggunaan INSW. Pada
akhirnya, tanggung jawab penyelenggaraan karantina sebagai
manifestasi kedauiatan dan pertahanan negara, secara holistik
tidak hanya ranah dari institusi karantina sendiri tetapi juga basil
kerja sama sinergis dengan semua instansi terkait.

Bagian Kedua buku ini membabas contoh kesiapan Indonesia
dalam pelaksanaan perjanjian PP. Artikel pertama pada Bagian
Kedua ini ditulis Lukman Adam yang secara khusus melaporkan
hasil penelitian tentang kendala dan peran pemerintah daerah
(pemda) dalam FP Dua provinsi diambil sebagai kasus, yaitu Jawa
Timur dan Sulawesi Utara, dengan argumen dasar pemilihan yang
kbas untuk masing-masing provinsi. Dari 33 provinsi di Indonesia,
daya saing Provinsi jawa Timur menempati peringkatke-2. Secara
objektif, perekonomian Jawa Timur bampir setara dengan dua
pertiga perekonomian Vietnam. Fakta ini menunjukkan betapa
pentingnya provinsi in! dalam perekonomian nasional. Sementara
itu Provinsi Sulawesi Utara memiliki Pelabuhan Bitung yang telab
ditetapkan sebagai hub-transhipment, bagi wilayab di sekitarnya,
terutama Papua dan Maluku Utara. Kendala yang dihadapi
Pelabuhan Bitung saat ini adalah aksesibilitas transportasi darat
ke pelabuhan ini masih terbatas. Kondisi ini menempatkan
Sulawesi Utara sebagai pintu keluar-masuk barang yang penting
bagi Indonesia bagian timur, namun secara infrastruktur belum
siap. Kedua pemda provinsi ini termasuk yang menonjol dalam
upaya membuka dan memanfaatkan akses pasar internasional
bagi produk yang dihasilkan di daerahnya.
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Pada dasarnya perangkat FP merupakan kebijakan
pemerintah yang implementasinya dilaksanakan dan dampaknya
dirasakan oleh pemda. Kebijakan.tersebut tidakhanyajtnenyangkut
sektor perdagangan saja, tetapi juga berkaitan dengan sektor
lainnya seperti kepabeanan, bea cukai, karantina, investasi hingga
infrastruktur dan logistik. Dinamika dan ragam kondisi di daerah
memengaruhi peran pemda dalam mengimplementasikan FP
tersebut. Sebagai contoh, kualitas peraturan yang dikeluarkan
pemda yang beragam dan biaya transaksi perdagangan yang
masih tinggi terjadi di banyak daerah provinsi dan kabupaten/
kota. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemda belum
siap untuk mengimplementasikan dan mengambil manfaat dari
FP. Contoh lain adalah keberadaan INSW yang diharapkan dapat
menopang FP ternyata belum mampu secara optimal memainkan
perannya. Banyak pejabat pemda yang bahkan belum mengenal
INSW atau hanya baru mendengar istilahnya saja.

Dalam artikel ini Lukman Adam menyampaikan hasil
kajiannya bahwa Pemda Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Utara
terutama pimpinannya memiliki perhatian dan pemahaman yang
baik terhadap FP dan manfaatnya bagi daerah. Ada tiga komitmen
Gubernur Jawa Timur yang sangat penting dalam mendukung
dan memanfaatkan FP, yaitu (1) kemudahan perizinan melalui
Perizinan Terpadu Satu Pintu [PTSP), (2] kepastian lahan bagi
pengembangan usaha dan investasi, dan (3) jaminan ketersediaan
listrik. Pemda Jawa Timur juga membentuk terminal agribisnis
sebagai pasar induk produk pertanian, sedangkan di kabupaten/
kota dibangun sub-terminal agribisnis yang berbentuk pasar
tani. Tujuan dibentuknya terminal agribisnis dan sub-terminal
agribisnis adalah untuk memotong rantai pemasaran. Keberadaan
terminal agribisnis dan sub-terminal agribisnis juga dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pasar dan fasilitasi
ekspor-impor. Pemda Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka
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merespons FP mengembangkan kapasitas Balai Pengujian Mutu
Barang Ekspor, menugaskan staf sebagai atase perdagangan
di 25 negara dengan tujuan memfasilitasi pembeli dan penjual
yang melakukan transaksi perdagangan produk yang dihasilkan
provinsi ini, mengembangkan International Trade Promotion
Centre di 15 negara dan untuk mengatasi kurangnya pasokan
listrik mengupayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Uap [PLTU].

Kendalapelaksanaan FP di Provinsi Jawa Timur di antaranya
adalah kualitas infrastruktur, baik jalan dan jembatan yang belum
memadai; kemacetan/kepadatan lalu lintas jalan, akses dari dan ke
peiabuhan yang belum baik; telekomunikasi, gas, dan listrik yang
masih terbatas; dan ketersediaan lahan untuk pengembangan
usaha atau investasi baru masih terbatas. Sedangkan kendala di
Provinsi Sulawesi Utara antara lain pembebasan lahan yang sulit;
infrastruktur perdagangan masih terbatas; SDM berkualitas masih
kurang; integrasi antarsektor belum terbangun
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Kedua atau terakhir dalam buku ini. Indonesia telah mengalami
kemajuan dalam penerapan reformasi perdagangan pada
beberapa tahun terakhir dan_hal itu merupakan
beberapa faktor yang membantu pertumbuhan ekonomi nasional
dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, terjadi
penurunan pertumbuhan bidang manufaktur dan menyurutnya
pangsa ekspor sektor manufaktur, sehingga menimbulkan banyak
pertanyaan seputar daya saing sektor manufaktur di Indonesia.

Tulisan ini mengemukakan beberapa alasan penyebab tidak
cerahnya sektor manufaktur, seperti berikut ini: Tingginya biaya
dan ketidakpastian jalur transportasi domestik menghalangi
Indonesia untuk lebih terintegrasi ke dalam jaringan produksi
produk-produk yang bernilai tinggi. Perizinan dan harga yang
diatur oleh pemerintah menurunkan insentif untuk berinvestasi
dan membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan
pengiriman darat dan laut di dalam negeri. Pembatasan investasi
asing di bidang logistik juga memperburuk keadaan dengan
terbatasnya akses terhadap teknologi baru.

Upaya untuk meningkatkan kinerja sektor manufaktur telah
dilakukan Kementerian Perindustrian. Dalam tulisan ini, Dewi

Wuryandani melaporkan bahwa Kementerian Perindustrian
telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing
industri nasional yang bersinergi dan terintegrasi antara pusat
dan daerah. Pertama, meialui pendekatan top-down dengan
pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan
dari pusat {by design] dan diikuti oleh partisipasi daerah yang
dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, meialui pendekatan
bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah
yang merupakan keunggulan daerah. Peran pemerintah berupa
keikutsertaan membangun pengembangannya, sehingga industri
daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi ini di

xviii
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tingkatprovinsi disebutsebagai Kompetensi Inti IndustriUnggulan
Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti
Industri Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan
pendekatan yang didasarkan pada semangat otonomi daerah.

Saat ini secara nasional telah tersusun 35 Roadmap
Pengembangan Klaster Industri Prioritas, yaitu industri agro,
industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, basis
industri manufaktur, industri penunjang industri kreatif dan
kreatif tertentu, dan industri kecil dan menengah tertentu. Provinsi
yang telah menyusun roadmap industri unggulan di daerahnya
sebanyak 18 provinsi, sementara itu di tingkat kabupaten/kota
baru lima daerah. Tulisan ini menggambarkan perkembangan
industri manufaktur secara nasional dan perkembangan ekspor
nasional, termasuk sektor manufaktur. Untuk mendapatkan
gambaran dinamika industri manufaktur di daerah, disajikan
contoh dua provinsi, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Utara.

Lima tulisan yang disajikan dalam buku ini seperti diulas
ringkas di atas merupakan hasil karya para peneliti pada Pusat
Penelitian, Badan Keahlian DPR-RI. Kesemua tulisan tersebut
mengandung informasi yang cukup memadai mengenai isu
perjanjian FP dari WTO, dukungan yang diperlukan untuk dapat
meraih manfaat dari FF tersebut, dan kesiapan Indonesia saat ini
untuk mengimplementasikan dan meraih manfaat optimal dari FP
untuk pertumbuhan ekspor dan ekonomi nasional serta daerah.

Selamat membaca dan menikmatinya.

Editor

Achmad Surj^na
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